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WALIKOTA MEDAW
PROVINSI SUMATERA JTAF/

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

KARANTINA KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(CoviD-19} Di KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MEDAN,

Menimbang :a. bahwa penyebaran Covid-19 di Kota Medan telah
meningkat yang berdampak terhadap perekonomian,
sosial, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di
Kota Medan;

b. bahwa guna menekan dan memutuskan penyebaran
Covid-19 di Kota Medan perlu dilakukan karantina
kesehatan di Kota Medan;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Karantina
Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Cond-19} Di Kota
Medan.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092j;

3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20

Tambahan Lembaran Negara Republik | 3
Nomor 3273); P ndonesi=

J. Kapten Maulana Lubls No, 2 Medan -20112 Telp : 064-45T241F ax

: 0614520782
Email: sakretariat@pemkomedan.go id 0614570228
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan  Bencana  (lLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723)

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063,

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236):

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3447);
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11 Perssernn Pemetintaly  Homor 12 Tahun  J019
tentang  Pengelainan Kenang an Harsrah {{ sambaran
Nejoyrn Republik Inedoneain Tahan /0079 Momar V.
Tambahan  Lemhamn Yegara Pepuliik  indonesia
Nomin 6.3)).

12 Pesaturnn Mentert Dalam Megeri Nomar 20 Tahun
00 1entang 'ereepatan Prnanganan Covdiel |7 TH
Lingkisgan  Prmennt:ash Dacrah (flerita Negara
|\'f'pu|1hk danirsia Tahun 2000 Moenor 2474

13. Peraturan Daerah Kota Medan Nemor 15 Tahun
2016 tentang Pembentikan Prrang kat Darsran Kora
Medon {Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2004
Nomor 15. Tambahan Lembaran Darrah Kota Medan
Nomor 5);

14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor | Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan
Fungsi, dan Tata Kerja Prangkat Daerah [Berra
Dacrah Kota Medan Tahun 2017 lomor .
scbagaimana tclah bebecrapa kali diuban cerakhur
dengan Peraturan Wali Kota Medan 39 tahun 2019
tentang Perubahan Keempat Atas Peratu-an ‘bab
Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 rerang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungw,
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39j,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WAL] KOTA MEDAIN TENTANG
KARANTINA KESEHATAN DALAIM RANGRA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRU S
DISEASE 2019 {COVID-19) DI KOTA MEDAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Pernturan Wali Kota ini yang dimaksucl dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintahan Daerah aclabnh penyelenggaraan Urusan
pemerintahian oleh pemerininh doevah iy dew an penvakdan
rakyal dacrnh menurat asas otononu dan Lugas pcmb.tmu:i.n
dengan prinsip otonomi seluas-lunsnya dalam sistem dan prninsip
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesin schagammuma  dimaksud

n v I‘ gll i lll)l k I 'S
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3 Pemwer b Daersh ndnlnh - Walt - Kotn acbagai unsur
penvelengparn Pemerintnhan Daoesnh Rty memimgin
pelnkaanann urtaan  pemerntnlinn yang mweitadi kewenanpin
dnernly otonom.

4. Wali Kata adalnh Wali Kota Medan.

5. Karantina Keschntnn adalah semua kegiatan di pintu manuk yang
terdirt dari survelang cpidemologi atau faktor risiko, intervensi
rutin dan respon terhadap Kejoadian Luar Binsa (K1) dan
kegiatan di pinlu masuk yong terdin dasi  pengkarantinaan
rumah, pengkarantinann wilayah, pengkarantinaan Rumah 3akit
dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (FSBB) dalam rangka
pencegahan penycbaran penyakitl yang berpotensi KLE, wabah
yang mengakibatikan kedaruratan keschatan rmasyarakat,

6. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu
rumah beserta isinya vang didug a terinfeksi penyakit dan/atau
terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyalkit atau kontaminasi.

7. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam
rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau
terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau kontaminasi.

8 Kebutuhan  Hidup Dasar adalah  kebutuhan  untuk
mempertahankan hidupnya seperti sandang pangan yaitu beras,
minyak makan, gula, bubuk teh, telur/ikan, susu, mie instan,
sayur mayur, makanan rngan, sabun mandi, pasta gigi, sabun
cuci, listrik dan air bersih.

9 Pelayanan Kesehatan Dasar adalahh pelayanan kesehatan yang
menjamin terpenuhinya kesehatan masyarakat secara opdmal
melalui pemeriksaan rutin dan pemberian obat-obatan vang
dibutuhkan.

10. Pandemi adalaly wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara.

li.Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat vang
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan
pengobatan dan perawatan.

12. Masa Inkubasi adalah pecrode masuknya kuman/virus sampai
timbulnya gejala penyakit.

13. Pembatasan adalah tindakan untuk membatasi pergerakan orang
dalam rangka mencegah penycharan penyakit.

14. Penatalaksanaan Kasus adalah sualu rangkaian kegiatan mulai
dart anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang,
diagnosis dan pengobatan.

15. Pelaku  Pegjalanan (PP) adalah seseorang yang melakukan
perjalanan dari Negara/Wilayah yang sudah dilaporkan terpapar
Covid-19.

16. Orang Tanpa Gejala (OTG) adalah seseorang yang tidak bergejala
dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19 dan
memiliki kontak erat dengan kasus konfi rmasi Cowvid-19.
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18.

19.

20
21

22,

23.

24,
25.

26.

Owng Dalam Pewumntann (O0LE) adalah

N Onnp v mengoalami dente (287 C) atan tlunyat demam
Mau pefaln pangguunn sistem pemapanan seperti pilekcfankd
fenpp orakun/batule DAN Hidnle pdo penyebaby Inine berda sarkan
gk an Klinds yang meyolinkon DAN pods b4 hoany terakbir
nebelum timbd pefulo memillld  tiwanyal  prigalanan ata
tigpal di negara/witnyah yorg melaporkan transsosi lokal

b Ovang yang mengalnmi pejls gangpuan sistem pernapasan
gepertl pilck fankit  tenpggorokan/tntuk DAN parla 14 han
terakhic  sebelum  timbul  gejala memiliki - riwayat  kentak
dengan kasus konfirmnsi Corid 9.

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) adalah:

a Orang denpan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yartu
demam  {(238°C) ntou riwayat demam; diserta salah satu
gejalajtanda  penyakil pernapasan  sepertic  bhatuk/wesak
nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan  hingga
berath DAN tidak ada penycbab lain berdasarkan pambaran
klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum
timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di
negarafwilayah yang melaporkan transmisi lokal.

b. Orang dengan demam [(238°C) atau riwayat demam atau ISPA
DAN perda 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki
ravayat kontak dengan kasus konftrmasi Cowid-19.

c. Orang rengan  ISPA berat/pneumonia berat  yang
membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada
penyebab kin berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau

berada dalam ruangan atan berkunjung (dalam radius 1 meter

dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfi rmasij dalam

2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah

kasus timbul gejala

Kasus Konfirmasi Positif adalah pasien yang terinfeksi Covid-19

dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.

Alat Pelindung Dirt (APD) adalah peralatan yang digunakan

petugas untuk melindungi diri dan penyakit menular.

Pembatasan penyebaran Covid-19 adalah suatu tndakan

antisipatif untuk mengurangi ristko meluasnya Covid-19

termasuk kemungkinan penularan antara hewan ke manusia
sebaliknya atau antar hewan ke hewan maupun antar manusia
terhadap faktor risiko.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Couid-19 d Kota Medan

yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota adalah Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Wali Kota

dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Gugus tugas

kecamatar.

Gugus tugas kecarnatan adalah adalah Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Cound-19 yang dibentuk oleh Camat.

Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili danfatau

berkegiatan di Wilayah Kota Medan.

Penduduk Kota Medan aralah orang yang memiliki identitas

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Medan.
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A
MAKSULY DA TEHLIUAN

Paaal 2

Modkcand  dibentuknyn Peisturan Wl Eota i welalall srbugal
pedoman pelandeungan Kamtting  Kenelintan Dalan Pangka
Pervepminn Pennogannn Coldd 94 etk

PPanal 3

Tujuan dibemuknya Peraturan Wali Kol inl adalah untuk:

a, mencegah kontak langaung dari arang, dan/atan barang dalam
memutus matn rantai penyebaran Covid- 19;

b. membatasi kegintan  tertentu dan pergerakan  orang dan/atau
barang dalam memutus mala ramai penyebaran Cowed-1%,

c. meningkatkan peran  serta maayarakat  dalam  menskan
penyebaran Covid.]19;

d. meningkatkan antisipasi perkembangan c¢kskalasi penyebaran
Covid- 19; dan

e. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Couvid-J 7.

BAB Ii]
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

karantina kesehatan;

hak dan kewa jiban;

upaya pencegahan dan penanggulangan Cowvid-15;

koordinasi bntas sektor dalam pelaksanaan karantina kesehatan
sumber daya penanganan Covid-19;

pendanaan;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

h penegakan hukum.

m e A0 TP

BAEBiV
KARANTINA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Karantina Kesehatan dilakukan dengan cara Karantina Rumah
dan Karantina Rumah Sakit,
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(A0 pelnksonasn Kninntinn  Kesthatan, Prinenntaly Daecah
menvebakon iy wmemperstapkan favilitns dan peetsbalan
ko hesehotan

(M Fnailiton dakm prinkansnnnn Keenntinag Kesehatan melip
a. menyedinkan olnt o bahan pengujlan Carded I yong
bemugjuan untiko memnatiban Hngkat keschatan yang dinji
b, vuang wowsnomn alimg obaervani;
. runmg dingnoain,
G arrami karantina kesehotan;
¢ ruang isolasi;
f. Inboratorium rujulnn,
g rumah sakit rjukan; dm
h. transportasi evakunsi.

(4) I"'erbekalan Karantina Keachatan meliputi persedisan farmasi. alat
kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya yang diperiukan

{5) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3] mengkun
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Gugus Tugas Kota.

Bagian Kedua
Karantina Rumah

Pasal 6

()Karantina Rumah diselenggarakan pada situasi adanya dugaan
ditemmukannya kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat vang
tejadi hanya di dalam satu rumah terhadap masyarakat vang
berstatus sebagai PP, OTG, ODP, dan PDP ringan.

(2) Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau
alat anglcut yang terjadi kontak erat dengan kasus.

(3) Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vang
memiliki dan/atau gejala klinis oleh Gugus Tugas kota dapat
dirujuk ke tempat khusus dan/atau rumah sakit yang memiliki
kemampuan menangani kasus.

{4) Terhadap kasus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3] di atas
ditentukan oleh tim medis yang berwenang.

Pasal 7

(1} Gugus Tugas Kota wajib memberikan penjelasan kepada penghumni
rumah dan masyarakat sekitar sebelum melaksanakan tindakan
Karantina Rumah.

(2) Penghuni rumah yang dikarantina dilarang keluar rumah selama

waktu yang ditentukan dan wajib mengikuti segala ketentuan
yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Kota.

Dipindai dengan CamScanner



Pivanl 8

{1} Sclama pelnksnnonn Karantina Rumsh, lkebutuhan hidup dasar
bagi orang yang bLemndn dolam Karantinn Rumah  men jadi
tanggung jawnb Pemerintalr  Daernh.

(2} Selama menjalani Koranting Rumah, mansyarakat sekitar turut
berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan segala ketentuan
yang telah ditetapkan olch Gugus Tugas Kota.

Pasal 9

Kegiatan yang dilakukan selama Karantina Rumah:

a. Petugas karantina dengan POLRI/TNI/Gugus Tugas Kota dan
Gugus Tugas Kecamatan memberi informasi/penjelasan maksud
dan tujuan pengkarantinaan rumah kepada penghuni rumah
yang akan dilakukan tindakan Karantina Rumabh;

b Petugas Karantina membuat Berita Acara Pelaksanaan tindakan
Karantina Rumabh,

¢. Kepala Keluarga (anggota keluarga yang tertular] menandatangani
Berita Acara pelaksanaan Karantina Rumah;

d. Rumah yang dikarantina diberi tanda Police Line dan dijaga oleh
petugas karantina dan POLRI/ TNI/Gugus Tugas Kota dan Gugus
Tugas Kecamatan;

€ Anggota keluarga yang berada di dalam rumah karantina tidak
boleh keluar rumah dan menerima tamu selama masa karantina.

f. Hanya petugas kesehatan yang ditugaskan yang boleh masuk ke
dalam rumah yang dikarantina dengan menggunakan APD
lengkap;

g. Petugas melakukan pemantauan status kesehatan anggota
keluarga paling banyak dua kali sehari;

h, Lamanya pengkarantinaan rumah dilaksanakan maksimal dua
kali masa inkubasi;

i Pada beberapa rumah yang sangat berdekatan atau
menggunakan kamar mandi dan sumur bersama maka terpaksa
karantina rumah harus meliputi beberapa rumah yang
berdekatan tersebut;

} Selama dikarantina rumah seluruh anggota keluarga diberikan
pengobatan dan dilanjutkan dengan dosis profilaksis;

k. Jika ada anggota keluarga yang sakit selama masa karantina
dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit dengan
menggunakan mobil evakuasi penyakit menular;

L Petugas yang berada di luar rumah karantina menggunakan APD;

m. APD yang sudah dipakai dibuang pada tempatnya dan melakukan
desinfeksi terhadap setiap petugas yang keluar dari rumah yang
dikarantina {tata cara desinfeksi);

n. Kebutuhan pokok selama masa karantina diberikan oleh
Pemerintah Daerah;

o. Logistk diberikan di depan pintu rumah yang akan di karamtina
rumah oleh petugas logistik;

p. Petugas membuat laporan pelaksanaan karantina rumah Kepada
Gugus Tugas Kota setiap har.

Dipindai dengan CamScanner



Flaginn Ketign
Kntanting Pormalby Sakle

[T

{Iawnnfing Rumalr Saldt merupukan rojukan oleh Gugus Tugaa
Kot sebhopgnimow dimaknusd daloem Pianl 6 ayat [

{2) Runwly Sakit sebngaimana dimnkaud pidn ayat {1), terdini atas

a. Rumah Sokit Umwum Daerah dr. Pirngdi dan Furah Hakit
Swasta yang adn i Kotn Medan,

b. Rumah Snkit Rejukan Cordd 19 ndalah Kumah Sakat Umum
Pusat (RSUPM [1. Adom Malik, Rumah Sakit GL Trbing dan
Rumal Sakit Martha Friska Multatull.

¢. Rumah Sakit Darurat.

(3} Rumah Sakit Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal 1}

Selama pelaksanaan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar
bagi orang yang berada dalam Karantina Rumah Sakt menjadi
tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BABV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

{1) Setiap orang yang menjalani Karantina Kesehatan mempunyai hak

yang sama untuk:

a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerab;

b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan
medis;

¢. memperoleh biaya hidup dasar bagi keluarga dan anggota
keluarga vang Lkepala keluarganya menjalani Karantina
Kesehatan; dan

d. pelayanan pemulasaran jenazah dan pemakaman jenazah
Covid-19 sesua: dengan protokol yang telah ditetapkan.

(2} Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua
Gugus Tugas Kota.
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Pannl 13

Setinp ornng ynng men jalani Knrantlun Kesehatan wajifi antok:

a. melnksannkan Periloku Hidup Bernth dan Sehat ((I3);

L. menggunakan masker selnma menjalant Korantina Kesehatan dan
14 [empat belns) hari sctelah selesal  menjoloni Karantina
Keschatan;

¢. mematuhi seluruh ketentuan dafam pelaksanaan  Karanting
Kesehatan;

d. melaporkan kondisi keadaan scsuai dengan instruksi tim medis
Gugus Tugas Kota,

Pasal 14

{l}Penduduk yang mengetahui adanya dugaan scseorang yang
terindikasi Covid-19 wajib melaporkan kepada Kepala Lingkungan
atan Lurah dan/atau Puskesmas setempat dalam wakt
secepatnya.

{2) Kepala Lingkungan atau Lurah danfatau Kepala Puskesmas
segera melaporkan dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Gugus Tugas Kota.

BAB VI
UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN COVID-19

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan

Pasal 15

{1) Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 setiap orang wajib
untuk:

a. mengurangi/membatasi aktivitas di luar rumah bagi yang
tidak berkepentingan;

b. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

c. Menggunakan masker jika berada di luar rumah atau di
tempat-tempat umum seperti di pasar tradisional, pasar
modemn, terminal, pelabuhan, bandara, angkutan umum,
perkantoran, tempat ibadah dan tempat umum lainnya;

d. Cuci Tangan Pakal Sabun {CTPS) dengan air mengaliz; dan

e tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain
(physical distancing) minimal 2 meter;

{2} Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 setiap Badan atau
Pelaku Usaha wajib untuk:
a. menjaga kebersihan lingkungan;
b melakukan desinf=ksi secara berkala;
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coomelang gy ke tempat asadumya bagl orang yang ddak
wenpeinnlaie manker;

domelnbuoban detelal dany petnmtisunn auhp fubah bagi setiap
ot sy ndan aoumn ke ke tempast gaahinnya,

o menedinkan hoilitnn cucd tangan pakal sabune di wic mengabr
v meaudad donfatau pemberodls g [ Fitned att L2010

(3} Setinp ovang yang datng ke wilnyah Kota Medan wajily melakukan
peagugion kesehatan Covdd 19 denpan menminakon metode test,
trace, treat, dan iselale ying bertujunn untak memastikon tngkat
Kesehatnnyn,

(4 Penguginn kesehatan sebagaimana  dimaksud  pada ayat ()
dilakukan olch Gugus Tupas Kotn di sctinp pintu masuk batas
dnerah selnma 24 (dia puluh cmpat) jom.

Bagian Kedua
Upaya Penanggulangan

Pasal 16

(1) Upayva Penanggulangan Covid-19 meliputi;
a penyelidikan epidemologis;
b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi pendernta
termasuk tindakan karanting;
pencegahan penularan;
pemusnahan penyebab penyalkit;
penanganan jenazah akibat wabah;
peryu luhan kesehatan masyarakat;
g upaya penanggulangan lainnya.

™ooan

{2) Upaya penanggulangan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hak dan kewajiban
masing-masing serta mengikutsertakan masyarakat secara aknf

BAB VI
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PELAKSANAAN
KARANTINA KESEHATAN

Pasal 17

(1) Penyelenpgaraan Koordinasi Lintas Sektor meliputi:
a. Sinkronisasi pelaksanaan kumnjungan lapangan bersama
dalam pencarian data yang akurat;
Penicarian sumber, penyebab dan cara penularan;
Analisis risiko secara terpadu;
Pertukaran informasi data lintas sektor;
Penyusunan hasil investigasi/penyelidikan epidemologi
melalui rapat koordinasi.

PRag
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{2} aail inventipani/peoyelldiknn rpbetnlogi achag simana
dinwdud  padn avad {1 horaf e hares dilaporkan aecara
berienjang.

ol 18

Penvelenpenrn  koovdinasi  lintan acktor  kegiatan pembatasan

penyebarn Corid: 19 dilnksanakan dalam bentok:

o Ildewtifilk asi  finktor-foktor risiko  ynng  berpotensi  menyetiark an
penyakit;

b, Pembentukan dan peninghatan kapasitna check point terpacdy
padn jatur kelunr masuk fnktor ristko;

c. Peningkatan  kesadoran  terhadap  risiko  penularan dan
penycbaran penyakit, melnlui  penyebaran  informasi  kepada
masyarakat dan pihak terkait;

d. Pengetahuan penerapan dokumen sertifikat kesechatan bagi fakior
risiko yang melakukan perjalanan/perpindahan lokasi/distribusi;

e Penutupan wilayah atau isolasi wilayah terbatas, isolast

kemunitas dan isolasi kandang;

Penetapan lokasi atau kawasan karantina bagi faktor risiko;

Dan tindakan lainnya yang berhubungan dengan pembatasan

penyebaran Covid-19; dan

h. Pengaktivan Tim Gerak Cepat Terpadu.

=

Pasal 19

(1) Koordinasi pasca Covid-19 merupakan tahap akhir Jalam proses
Pengendalian Cowid-19.

{2) Koordinasi pasca Covid-i? mencakup 3 hal:
a Pemulihan pelayanan publik;
b. Pemulihan ekonomi; Jan
¢ Pernulihan dampak sosial

BAB VIII
SUMBER DAYA PENANGANAN
Covid-19

Pasal 20

{l'Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan
Covid-19 & Kota Medan, Pemerintah Daerah menyusun basis data
dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber
daya.

(2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka

penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksul
pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
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WPenwrintah - Daevah  dopns ielnbaikon kerfn soman dalarn
pelaksanann - Kmantinn Rumnh don peladonman - Kerantinag
owmah Sakit dengan beclngd pllake sesunl dengone ketentuen
peraturan perundoang -mdang nn.

(d) Kevjn snmn sebagnimana dimaksedd poddin nynt (1] ditskulen datam
Lentulk:
o dukungon sumber dayic manusio sepertd perekenatan relawan,
b, sarana dan prasarnoe;
¢. data dan informasi; dan
d. jasa dan/ninu dulkunpan tnin,

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 22

Segala pendanaan yang timbul dalam Karantina Kesehatan Dalam
Ranglka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota Medan dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara serta Sumber lain yang sah yang
tidak mengikat.

BABX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Pemantauan <¢an evalunsi terhadap Karantina Rumah dan
Karantina Rumah Sakit dilakukar dalam rangka menilai
keberhasilan pelaksanaan Karantina Rumah dan Pelaksanaan

Karantina Rumah Sakit dalam memutus mata rantai penularan
Covid-19.

(2} Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan oleh Gugus Tugas Kota melalui pemantauan atau
pemeriksaan ke lapangan.

Pasal24

(1) Dalam Rarantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit, Pemerintah
Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut
berpartisipasi aktif melakukan pemantauan Karantina Rumah dan
Karantina Rumah Salit.

Dipindai dengan CamScanner
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{2) Pemantauan Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilaporkan melalui kanal
penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Dinas
Komunikasi dan Informasi Kota Medan.

(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kota sesuai dengan kewenangan
dan tanggung jawab.

BABX]
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 25

(1} Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali
Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas Kota.

(2} Kewenangan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, seperti
membubarkan kerumunan dan/atau keramatan, yang
bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan
penularan Coud-19; dan

b. melakukan tindakan administratf terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas Peraturan Wali Kota ini, berupa:

1) teguran lisan;

2) peringatan;

J) penahanan kartu identitas;

4) pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
5 penutupan sementara;

6} pembekuan izin; dan

7} pencabutan izin.

{3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2
didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 26

Pelanggaran  terhadap pelaksanaan Karantina Rumah dan
Pelaksanaan Karantina Rumah Sakit dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Panat 27
Petatunan Wall Kota ini mulad begdako pada tanggad diandangican
Apar setinp orang mengemhulnge, memenntahban  pengundang sn

Peraturan Wali Kot ini dengon penempatannya dalfarn Flerita {mrrah
Kot Medan,

Ditetapkan di Mrdan
patla tanggal 3G Apml R0

PILWALE KOTA MEDAN,
ttd
AKHYAR NASUTIOH
Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ttd
WIRIY A ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 12.

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
S KRUTARIAT DAE RAH KOTA MEDAN,

5
BAMBANGTY.H

Pembina ¢
NIP. 19620515 199011 1 01
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